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ABSTRAK 
 
Kesimpulan besar tulisan ini adalah ada beberapa fase kebijakan Pendidikan Islam di 
Indonesia sebagai wujud dan perwujudan pendidikan Islam yaitu: Pertama, Masa sebelum 
merdeka (penjajahan belanda); Kedua,Masa pemerintahan orde lama (1960-1966); Ketiga, 
Masa pemerintahan orde baru (1966-1998); Keempat, Masa pemerintahan reformasi (1998- 
Sekarang). 
Kebijakan (Policy), merupakan kebijaksanaan dalam mengelola berbagai persoalan 
kegiatan atau urusan “ Prudence or wisdom in the management of affairs”. Kebijakan 
dilakukan dan diambil berdasarkan kebutuhan, tuntutan, perubahan, pembaharuan dan 
sebagainya. Dalam manajemen perencanaan mengacu pada pertumbuhan, perubahan, 
pembaharuan dan kesinambungan “growth, change, reform and continuity. 
Sejalan dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik 
Indonesia, maka dampak kebijakan tersebut sangat signifikan dan menimbulkan keadaan 
pendidikan Islam secara umum  jauh lebih baik dari keadaan pendidikan sebelumnya. 
 
Simpulan: Kebijakan, Pendidikan Islam dan dampaknya, di Indonesia. 
 
I. PENDAHULUAN 
Kebijakan (Policy), merupakan kebijaksanaan dalam mengelola berbagai persoalan 
kegiatan atau urusan “ Prudence or wisdom in the management of affairs”. Kebijakan 
dilakukan dan diambil berdasarkan kebutuhan, tuntutan, perubahan, pembaharuan dan 
sebagainya. Dalam manajemen perencanaan mengacu pada pertumbuhan, perubahan, 
pembaharuan dan kesinambungan “growth, change, reform and continuity”.1 
Dalam menetapkan sebuah kebijakan kadangkala penguasa kurang  memperhatikan 
kebutuhan dan ispirasi rakyatnya. Hal tersebut tergambar dalam sejarah kebijakan 
Pendidikan Islam di Negeri kita Indonesia mulai dari zaman penjajahan hingga zaman 
reformasi. Bahkan pada zaman penjajahan Pelaksanaan Pendidikan Islam diskriminatif dan 
dibatasi.  
Hal sama kebijakan Pendidikan agama yang diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris 
sebagaimana dikemukan Harry Brighous dalam bukunya “On Education Thinking In Action” 
dalam buku tersebut jelaskan “Kebijakan Pendidikan agama disekolah sebagaimana yang 
dilakukan oleh Pemerintah Inggris sudah sangat terbuka, sementara kebijakan pendidikan 
agama pada sekolah di Amerika Serikat pada tahun 1950 masih eksklusif dan terbatas”2 
                                                           
1 A. Malik fajar, Materi Kuliah Islamic Education Policy tanggal 11 september 2017 di Sps UIN Syarif 
Hidayatullah jakarta. Hal. 1. 
2 Harry Brighouse, On Education Thinking In action (New York: 2006) hal. 77-79. 
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Dalam karya ilmiah ini akan diuraikan secara singkat yang meliputi Pendahuluan, 
Pembahasan terdiri dari Pengertian Kebijakan Pendidikan Islam,Tujuan, ruanglingkup dalam 
konteks keilmuan, sejarah dan dampak kebijakan pendidikan Islam) dan penutup (yang 
mencakup kesimpulan dan saran).  
II. PEMBAHASAN 
A. Pengertian Kebijakan Pendidikan Islam 
1. Pengertian Kebijakan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan berasal dari kata bijak 
yang mengandung arti: Pertama, kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; Kedua,  pernyataan 
cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebgai gari pedoman untuk mencapai sasaran dan atau 
garis haluan.3 
Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dapat pula di artikan sebagai rangkaian 
konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan 
sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk 
manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan rangkaian konsep dan asas yang 
menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan 
cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok 
sektor swasta, serta individu.  
Sedangkan pengertian kebijakan menurut para ahli adalah sebagai berikut4: 
a. Menurut  Lasswell (1970): kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, 
nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and 
practices). 
b. Menurut  Anderson (1979): kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai 
tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan 
suatu masalah (a purposive corse of problem or matter of concern). 
c. Menurut  Friedrik (1963): kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan 
seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan 
kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkingkan pelaksanaan 
usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan. 
                                                           
3 Tim penyusun kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia 
(Jakarta:Depdikbud, 2008) hal. 198. 
4 Ali Imron, Kebijakan Pendidikan di Indonesia Proses, produk dan Masa Depannya (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2002). Hal. 5 
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Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau 
melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak 
penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh 
hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses 
pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif 
seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. 
Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau 
administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. 
2. Pengertian Pendidikan 
`Dalam bahasa Inggris Pendidikan dikenal dengan istilah education. Sedangkan dalam 
bahasa Arab, kata pendidikan, sering digunakan dengan beberapa istilah antara lain: al-Ta’lim 
(=>?@ABا), al-Tarbiyyah (D>EFABا), dan al-Ta’dib (GHدJABا). Namun dari ketiga kata tersebut, kata 
yang lebih dominan digunakan dalam istilah pendidikan adalah al-Tarbiyyah (D>EFABا). 
Abdurrahman an-Nahahlawi dalam bukunya Usul al-Tarbiyyah al-Islamiyah wa 
Asaliha menjelaskan: bahwa akar kata at-Tarbiyyah berasal dari tiga kata5 yaitu: 
a. Raba-yarbu ( KEر ـ NEFH ) yang mengandung arti bertambah dan berkembang    zada wa 
nama ( داز ـ KPQو ). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt: 
ρuΒt$! u#?s÷FçΟ ΒiÏ ‘hÍ/\$ 9jÏz÷/çθu#( ûÎ’þ &rΒøθu≡ΑÉ #$9Ζ¨$¨Ä ùsξŸ ƒtö/çθ#( ãÏΨ‰y #$!« ( ρuΒt$! u#?s÷FçΟ ΒiÏ —y.xθ4ο; 
šχρß‰ƒ Ìè? tµ ô_uρ «!$# y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ àÏèôÒ ßϑø9 $# ∩⊂∪   
Terjemahnya:  
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta 
manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang 
berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Arrum 
(30): 39).6 
 
b. Robiya-Yurba (TEFH ـ UEر) yang beararti Tumbuh menjadi besar.  Nasyaa wa tara’ri’un 
(عFWFXو ـ JYQ) . hal tersebut semakna dengan ungkapan Ibnu Araby sebagai berikut: 
تيبر او ليزنم ةكبم ـ نيإف نيع لائاس كي نمف 
Faman yaku sailan ‘anni wainni – Bimakkata manzili wabiha robitu 
 
Terjemahan: 
                                                           
5 Abdurrahman An-Nahlawi, Usul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Asaliha (Damsyiq:Dar al-Fikr, 1999) 
hal. 12-13. 
6 Al-Qur’an dan terjemahnya, Kementrian Agama RI (Tangerang: Forum pelayan al-qur’an, 2012) cet. 
Ke-2 hal. 408 
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“Maka mudah bagiku untuk bersabar maka sesungguhnya saya – Tinggal di rumahku 
makkah dan dengangannya aku dididik”. 
  
c. Robba - Yarubbu ( بر ـ بFH )  yang berarti memberbaiki, memerintahkannya, 
melakukannya dan mensponsori.   ashlahahu, Watawalli amarahu, wasasahu wa qama 
‘alaihi wa ra’ahu (هKWرو `>?W مKbو `cKcو ، هFeأ TBNXو ،`g?hأ) 
Makna tersebut sesuai dengan makna yang dikemukakan Hasan bin Tsabit mengutip pendapat 
Ibnu Mandzur dalam kitabnya Lisan al-Arab sebagai berikut: 
 ةحاسب جورلخا موي  ـ  انل ترزب ذإ نسحأ تنلأورصقلا  
رحبلارئاح ببرت امم  ـ  ةيفاص ءاضيب ةرد نم 
Walianta ahsanu idz bazarta lana – yaumal khuruji bisahatil qashri  
Min durrotin baidhaa Shafhiyatin – mimma tarabbaba hairal bahri 
 
Terjemahan: 
“Dan lebih baik engkau pergi menemui kami – Pada hari keluar di lapangan istana. Dari 
mutiara yang putih nan suci – dari apa-apa dia tumbuh dewasa bagai dilautan”. 
 
Sedangkan pengertian pendidikan menurut para ahli adalah sebagai berikut: 
a. Muhammad Muzmil al-Basyir dalam kitabnya Madkhal ila al-Manahij wathuruq al-
tadris berpendapat: 
عمتا اهديري ةددمح فادهأ ونح ملعتلما كولس يرغتل ملعتلا طبض ةيلمع يه ةيبترلا  
Terjemahnya: 
“Pendidikan adalah proses menyesuaikan pembelajaran untuk mengubah tingkah laku 
(Prilaku) peserta didik terhadap tujuan spesifik yang diinginkan”.7 
 
b. Muhammad Athiyah al-Abrasy dalam kitabnya Ruh al-Tarbiyah Wa al-Ta’lim juga 
berpendapat: 
دادعإ يه ةيب ترلا نإ  لاماك ،همسج فى ايوق ،هنطولابمح ،اديعس شيعيو ،ةلماك ةايح ايحيل ءرلما
 هملقب يربعتلا نسيح ،هيرغ عم انواعتم ،هملع فىارهام ،هروعش فى اقيقر ،هيركفت فى امظنم ،هقلخ فى
هديب لمعلا دييجو ،هناسلو.  
Terjemahnya: 
Pendidikan adalah mempersiapkan seorang (peserta didik) supaya ia dapat hidup dengan 
sempurna, bahagia, cinta kepada tanah airnya, kuat jasmaninya, sempurna budi 
pekertinya, sistematik pemikirannya, halus perasaannya, cakap dalam karyanya, mampu 
bekerjasama dengan orang lain, indah ungkapannya, indah dalam tulisannya serta mampu 
melakukan pekerjaan dengan baik.8 
                                                           
7 Muhammad Muzmil al-Basyir dan Muhammad Malik Muhammad Sa’id, Madkhal ila al-Manahij 
wathuruq al-tadris (Riyad: al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su’udiyah,1995 M/1416 H), Cet. Ke-2, hal. 65. 
8  Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Ruh al-Tarbiyah Wa al-Ta’lim (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, tt) hal. 7. 
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3. Pengertian Islam 
Menurut etimologi Islam berarti menyerah dan penyerahan al-Istislamu wa alkhudhu’ 
(عNklBا و مmnAcoا). Makna tersebut sesui dengan firman Allah swt sebagai berikut: 
uö tósùr& Çƒ ÏŠ «! $# šχθäó ö7 tƒ ÿ…ã& s!uρ zΝn=ó™r& tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡ 9 $# Ä⇓ö‘ F{ $#uρ $Yãöθ sÛ $\δ ö Ÿ2uρ Ïµø‹ s9 Î)uρ 
šχθãèy_ ö ãƒ ∩∇⊂∪  
Terjemahannya: 
Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-
lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun 
terpaksa dan Hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. (QS. Ali Imran (3): 83)9 
 
Sedangkan menurut terminologi pengertian Islam sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Abdurrahman al-Nahlawi dalam kitabnya Ushul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa asaliha 
yaitu: 
 يحاون عيملج لاماش لاماك اماظن اللها هلعجو عئارشلا هب اللها متخ يذلا يلهلإا ماظنلا وه ملاسلإاف
ةايلحا... 
Terjemahannya: 
“Islam adalah aturan ilahiyyah yang Allah swt telah menyempurnakan dengan 
syariatnya dan Allah swt telah menjadikannya sebuah system yang sempurna dan 
komprehensif untuk semua kehidupan…”10 
 
Berdasarkan uraian diatas, maka pengertian pendidikan Islam menurut Abdurrahman 
al-Nahlawi dalam kitabnya Ushul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa asaliha adalah: 
 ،يملاسلإا نيدلا ساسأ ىلع ،هفطاوعو ،هكولس ميظنتو ،ناسنلإا ركف ةيمنت يه ةيملاسلإا ةيبترلا
ةايلحا تلاامج لك في يأ ،ةعاملجاو درفلا ةايح في ملاسلإا فادهأ قيقتح دصقبو.  
 
Terjemahannya: 
“Pendidikan Islam adalah pengembangan pemikiran manusia dan pengorganisasian 
prilaku dan emosi berdasarkan agama islam dengan tujuan untuk mencapai hakikat nilai 
keislaman dalam kehidupan individu, masyarakat di segala bidang kehidupan”11 
 
B. Tujuan Kebijakan Pendidikan Islam 
                                                           
9 Al-Qur’an dan terjemahnya, Kementrian Agama RI (Tangerang: Forum pelayan al-qur’an, 2012) cet. 
Ke-2 hal. 60. 
10 Abdurrahman An-Nahlawi, Usul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Asaliha (Damsyiq:Dar al-Fikr, 1999) 
hal. 17. 
11 Abdurrahman An-Nahlawi, Usul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Asaliha (Damsyiq:Dar al-Fikr, 1999) 
hal. 27. 
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Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 Nomor 20 tahun 2003 
ditegaskan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab”.12 
Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany dalam bukunya Falsafah al-tarbiyyah al-
Islamiyyah mengatakan: “tujuan pendidikan yaitu adanya perubahan yang diinginkan dan di 
usahakan oleh proses pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dan 
kehidupan pribadinya, masyarakat sekitar pada proses pendidikan dan pengajaran sebagai 
suatu aktivitas asasi yang professional dalam masyarakat”.13 
Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka tujuan kebijakan Pendidikan 
Islam dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurkan kekerangan-kekurangan yang ada, 
agar pelaksanaan pendidikan Islam semakin bermutu dan semakin baik.  
 
C. Ruang lingkup Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Konteks Keilmuan 
Ruang lingkup kebijakan Pendidikan Islam diambil atau ditetapkan berdasarkan tingkat 
kebutuhan maupun kepentingan. Diantaranya adalah: 
1. Kebijakan nasioanal pendidikan Islam secara menyeluruh; 
2. Kebijakan nasional pendidikan Islam persektor/bidang/bagian; 
3. Kebijakan regional/daerah pendidikan Islam secara menyeluruh; 
4. Kebijakan regiaonal/daerah pendidikan Islam persektor/bidang/bagian 
5. Kebijakan pendidikan Islam bersifat khusus, baik tingkat nasional maupun 
regional/daerah.14 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka ruang lingkup kebijakan Pendidikan Islam dapat 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terdapat dalam kehidupan 
bermasyarakat bangsa dan Negara. 
D. Sejarah Kebijakan Pendidikan Islam 
Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan Pendidikan Islam sejalan dengan sejarah 
perkembangan Islam itu sendiri. Demikian pula pelaksanaan pendidikan pada masa Nabi 
                                                           
12 Lihat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 
Cet. Ke-7 hal. 7. 
13 Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafah al-tarbiyyah al-Islamiyyah Terj. Hasan Langulung, 
Falsafah pendidikan Islam (Jakarta: Bulan Bintang,1979) Cet. Ke-1 hal. 399. 
14 A. Malik fajar, Materi Kuliah Islamic Education Policy tanggal 11 september 2017 di Sps UIN Syarif 
Hidayatullah jakarta. Hal. 1. 
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Muhammad swt pada masa itu menemui banyak tantangan dan rintangan. Telah tercatat 
dalam sejarah bahwa Nabi saw melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dimulai dari diri 
sendiri, kemudian pada keluarganya dan sahabat terdekatnya serta dilakukannya dengan 
sembunyi-sembunyi. 
Setelah turunnya firman Allah swt surat mudatstsir ayat 1-7 maka nabi muhammad 
saw mulai terang-terangan dalam menyampaikan dakwah dan Pendidikan Islam. Allah swt 
berfirman: 
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ ã ÏoO£‰ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρr' sù ∩⊄∪ y7 −/u‘uρ ÷Éi9 s3sù ∩⊂∪ y7 t/$u‹ ÏOuρ öÎdγ sÜ sù ∩⊆∪ t“ ô_”9 $#uρ ö àf ÷δ $ sù ∩∈∪ Ÿωuρ 
ãΨôϑs? çÏYõ3tGó¡n@ ∩∉∪ šÎh/t Ï9 uρ ÷É9 ô¹$ sù ∩∠∪   
Terjemahannya: 
“Hai orang yang berkemul (berselimut), Bangunlah, lalu berilah peringatan!, Dan 
Tuhanmu agungkanlah!, Dan pakaianmu bersihkanlah, Dan perbuatan dosa 
tinggalkanlah Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) 
yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.”. (QS. Al-
Mudatstsir (47): 1-7).15 
 
Pelaksanaan pendidikan Islam sangat banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip 
kebebasan dan demokrasi. Islam telah menyerukan adanya prinsip persamaan dan kesempatan 
yang sama dalam pembelajaran, sehingga terbukalah jalan yang mudah untuk belajar bagi 
semua orang. Pintu masjid dan isntitut terbuka untuk semuanya, tanpa adanya perbedaan 
antara sikaya dan simiskin, tinggi atau rendahnya kedudukan seorang siswa. Tidak ada 
kelebihan orang arab atau bukan Arab yang membedakan hanya ketaqwaannya semata. 
Bahkan pada masa Rasulullah saw pendidikan islam dilaksanakan dengan Cuma-Cuma 
(gratis), dalam  penerimaan siswa  baru tidak disyaratkan kepada batas umur tertentu, ijazah,  
nilai angka-angka ujian ataupun aturan-aturan khusus. Bila seseorang memiliki keinginan 
untuk belajar dan cinta ilmu, kegairahan untuk untuk mengadakan penelitian dan pembahasan, 
apalagi jika orang tersebut memiliki kecerdasan, itu semua terbuka luas bagi semua orang.16  
Sejarah kebijakan pendidikan islam tidak dapat dipisahkan atau erat kaitannya dengan 
kebijakan Politik Pendidikan  suatu negara atau pemerintah yang memiliki sistem pendidikan 
                                                           
15 Al-Qur’an dan terjemahnya, Kementrian Agama RI (Tangerang: Forum pelayan al-qur’an, 2012) cet. 
Ke-2 hal. 575. 
16 Muhammad Athijah al-Abrasy, at-Tarbiyyah al-Islamiyyah, Bustami A. Gani, Dasar-dasar Pokok 
pendidikan Islam (Jakarta: Bulan bintang, 1970) Cet. Ke-1, hal. 19. 
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nasional. Demikian pula di Indonesia tersirat dan tersurat dalam keseluruhan isi, jiwa dan 
semangat undang-undang Sistem  Pendidikan nasional (UU Sisdiknas).17  
Menurut Abuddin Nata dalam bukunya Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan 
pendidikan islam  di Indonesia, Politik Pendidikan adalah:”Segala usaha, kebijakan dan siasat  
yang berkaitan dalam masalah pendidikan”. Dengan demikian Politik Pendidikan adalah 
segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan 
perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan  demi tercapainya tujuan 
negara.18 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka politik pendidikan menurut Abuddin 
Nata mengandung lima hal yaitu19:  
1. Politik Pendidikan mengandung kebijakan pemerintah suatu negara yang berkenaan 
dengan pendidikan. Sebuah pemerintah negara dalam mengomunikasikan masalah 
pendidikan dengan rakyatnya biasanya menggunakan berbagai kebijakan. Kebijakan 
inilah yang kemudian dilaksanakan oleh menteri yang terkait dengan pendidikan; 
2. Politik pendidikan bukan hanya berupa peraturan perundangan yang tertulis, melainkan 
juga ternasuk kebijakan lainnya. Misalnya situasi dan kondisi sosial politik, sosial budaya, 
keamanan atau hubungan pemerintah dengan dunia internasional.  Meskipun situasi dan 
kondisi tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan pendidikan, akan tetapi cukup 
berpengaruh Terhadap proses penyelenggaraan pendidikan suatu negara; 
3. Politik pendidikan ditujukan untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan. Meskipun 
kesuksesan penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab 
pemerintah saja melainkan juga masyarakat, namun pemerintahlah yang memiliki 
infrastruktur dan suprastruktur yang lebih kuat dalam memikul tugas dan tanggung jawab 
terselenggaranya pendidikan. Dengan demikian pemerintah bertugas menentukan berbagai 
kebijakan tentang pendidikan sebagai wujud rasa tanggung jawabnya terhadap 
masyarakat; 
4. Politik pendidikan dijalankan demi tercapainya tujuan negara. Karena tujuan negara 
menjadi sasaran utama dalam penyelenggaraan pendidikan, maka segala kebijakan yang 
diambil oleh pemerintah tidak boleh melenceng dari tujuan negara. Meskipun dalam 
                                                           
17 A. Malik fajar, Materi Kuliah Islamic Education Policy tanggal 11 september 2017 di Sps UIN Syarif 
Hidayatullah jakarta. Hal. 1. 
18 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan islam  di Indonesia (Jakarta: 
kencana,20120 cet. Ke-5 hal.9. 
19 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan islam  di Indonesia (Jakarta: 
kencana,20120 cet. Ke-5 hal. 8-10. 
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prakteknya politik pendidikan sebuah negara kadang-kadang tujuannya mengalami 
perubahan sesuai dengan orientasi pemerintahan yang sedang berkuasa, namun demikian 
perubahan tersebut tidak jauh berbeda dari tujuan didirikannya sebuah negara; 
5. Politik pendidikan merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan suatu negara. 
Sistem penyelenggaraan ini berangkat dari tujuan negara, dilanjutkan dengan penentuan 
atau pengambilan kebijakan yang harus diimplementasikan dalam proses penyelenggaraan 
pendidikan bermuara pada pencapaian tujuan negara. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa politik pendidikan merupakan sebuah sistem yang sedang dan terus berproses 
menuju pada suatu titik tujuan yang ideal dalam sebuah negara. 
Dalam sejarah pendidikan di Indonesia wujud dan perwujudan pendidikan Islam dapat 
dilihat pada: Pertama, Masa sebelum merdeka (penjajahan belanda); Kedua,Masa 
pemerintahan orde lama (1960-1966); Ketiga, Masa pemerintahan orde baru (1966-1998); 
Keempat, Masa pemerintahan reformasi (1998- Sekarang).20 
a. Masa sebelum merdeka atau Pra-kemerdekaan (penjajahan belanda) 
Sikap kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam bisa dilihat lebih lanjut dari 
kebijakannya yang sangat diskriminatif, baik secara sosial, ras, anggaran, maupun 
kepemelukan terhadap agama. Berbagai kebijakan pemerintah Belanda yang diskriminatif itu 
sejalan dengan prinsip-prinsip kolonial sebagai berikut: 
1. Pemerintah Kolonial Belanda tidak memihak salah satu agama tertentu; 
2. Pendidikan diarahkan agar para tamatannya menjadi pencari kerja, terutama demi 
kepentingan kaum penjajah; 
3. Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam 
masyarakat; 
4. Pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elite sosial Belanda; 
5. Dasar pendidikannya adalah pendidikan Barat yang berorientasi pada pengetahuan dan 
kebudayaan barat.21 
Pada masa Pra-kemerdekaan kebijakan politik pemerintahan berada ditangan penjajah 
belanda. Pada masa itu belanda menerapkan politik diskriminatif terhadap rakyat jajahannya 
terutama terhadap ummat Islam. Sejarah mencatat bahwa secara umum belanda amat pelit dan 
diskriminatif terhadap rakyat jajahannya termasuk pelit dan diskriminatif dalam memberikan 
pendidikan. Belanda sengaja membiarkan rakyat jajahannya berada dalam kebodohan 
                                                           
20 A. Malik fajar, Materi Kuliah Islamic Education Policy tanggal 11 september 2017 di Sps UIN Syarif 
Hidayatullah jakarta. Hal. 1-2. Lihat juga Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan 
pendidikan islam  di Indonesia (Jakarta: kencana,2012) cet. Ke-5 hal.11. 
21 Abuddin Nata, sejarah pendidikan islam (Jakarta: Kencana, 2016) Cet. Ke-3 hal. 280-282. 
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sehingga ia mudah ditindas, dijajah, diadu domba dan sebagainya. Hal tersebut baru berubah, 
setelah Belanda mendapat tekanan dari dunia internasional . setelah adanya tekanan dari dunia 
internasional tersebut, Belanda mulai memberikan kesempatan secara terbatas kepada bangsa 
Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Namun tujuan dari dari pendidikan pemerintah 
Belanda tersebut adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang akan dipekerjakan di 
pemerintah Belanda yang pada tahap selanjutnya bisa memperkokoh kuku jajahannya.22 
b. Masa pemerintahan orde lama (1960-1966) 
Politik pendidikan Islam sebagaimana disebutkan di atas berbeda dengan politik 
pendidikan yang diterapkan pada masa pasca-kemerdekaan di zaman orde lama. Pada masa 
ini politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada unpaya memperbarui dan memperbanyak 
lembaga pendidikan Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan zaman. Namaun 
keinginan ini belum terlaksana  sepenuhnya mengingat Indonesia yang baru saja merdeka 
masih berada dalam pancaroba dan mencari bentuk yang sesungguhnya. Selain itu, adanya 
kekuatan ideologis yang mempengaruhi situasi politik dan kebijakan pemerintah juga ikut 
serta mempengaruhi situasi politik dan kebijakan pemerintah juga ikut serta mempengaruhi 
politik pendidikan Islam pada masa itu. Pemerintah ordelama berada dalam tarikan tiga 
kekuatan, yaitu nasionalis, sekularis-komunis, dan islamis. Tiga kekuatan ideologis ini 
seringkali berbenturan dan saling mengalahkan. Sejarah mencatat, bahwa presiden Soekarno 
menganut pahan ideologi nasionalis yang berbasis yang berbasis pada keindonesiaan dan 
kultural. Dalam osisi ini kadang ia dekat dengan kelompok Islam dan terkadang dekat dngan 
kelompok sekularis-komunis. Menjelang akhir tahun 60 –an misalnya, Soekarno lebih banyak 
terjebak kedalam perangkap kaum sekuler komunis, sampai akhirnya ia dituduh berada 
dibelakang  Gerakan 30 S-PKI. Dalam keadaan demikian perhatian Soekarno terhadap 
pendidikan Islam amat kurang, bahkan ummat islam terpinggrkan., dan banyak sekali tokoh-
tokoh muslim yang dipenjarakan. Dengan demikian politik pendidikan islam lebih diarahkan 
pada upaya membendung paham komunis.23 
c. Masa pemerintahan orde baru (1966-1998) 
Politik pendidikan islam pada masa orde baru dimulai pada tahun 1966. Pada awalnya 
umat Islam amat berharap kepada pemerintahan orde baru agar memperhatikan nasib 
pendidikan Islam. Namun harapan ini juga belum terwujud sebagai akibat dari kebijakan 
politik pemerintahan orde baru yang terkadang kurang sejalan dengan keinginan umat Islam. 
                                                           
22 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan islam  di Indonesia (Jakarta: 
kencana,2012) cet. Ke-5 hal.11. 
23 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan islam  di Indonesia (Jakarta: 
kencana,2012) cet. Ke-5 hal.13, 
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Ada beberapa karakteristik pemerintaran orde baru yang kurang kondusif bagi pengembangan 
pendidikan Islam antara lain: 
1. Pemerintah orde baru adalah  pemerintah yang kuat dan dominan; 
2. Pemerintah orde baru adalah pemerintahan yang dipimpin serta didukung oleh kekuatan 
militer yang bekerjasama dengan teknokrat dan birokrat sipil; 
3. Pemerintahan orde baru melengkapi dirinya dengan aparat keamanan represif serta aparat 
politik ideologis untuk melestarikan dan mereproduksi kekuasaannya; 
4. Pemerintah orde baru sejak awal kebangkitannya mendapatkan dukungan dari 
kapitalisme internasional; 
5. Jika pemerintahan orde baru mengalami instabilitas, maka hal itu terjadi bukan karena 
menguatnya posisi politik masyarakat, melainkan lebih disebabkan oleh faktor dan dalam 
tubuh negara sendiri dan faktor dunia Internasional.24  
Potik pendidiksn pada masa orde baru mengacu pada Garis garis besar haluan negara yang 
mulai diberlakukan sejak tahun 1973 sampai dengan tahun1998. Selanjutnya pada awal orde 
baru berdasarkan ketetapan MPRS No. XXVII /MPRS/1966 menetapkan bahwa tujuan 
pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang berjiwa pancasila, cerdas, terampil dan 
berbudi pekerti luhur serta berkepribadian indonesia yang bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan pembangunan.25 
d. Masa pemerintahan reformasi (1998- Sekarang). 
Kebijakan pemerintah di era reformasi ditujukan pada upaya mengatasi masalah yang 
ditimbulkan pada masa orde baru yang dianggap merugikan masyarakat. Diantaranya adalah: 
1. Memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengekspresikan 
kebebasannya, atau lebih dikenal dengan menumbuhkan praktik demokrasi dalam 
politik, ekonomi, pendidikan dan hukum; 
2. Memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur sebagian wewenangnya dalam 
penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang 
otonomi daerah; 
3. Mengembalikan peran dan fungsi Tentara nasional Indonesia (TNI) kepada tugas 
utamanya sebagai alat negara dan bukan alat kekuasaan serta harus bekerja secara 
profesional; 
                                                           
24 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan islam  di Indonesia (Jakarta: 
kencana,20120 cet. Ke-5 hal.13-14. 
25 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan islam  di Indonesia (Jakarta: 
kencana,20120 cet. Ke-5 hal.15, 
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4. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme dengan cara membentuk  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan 
Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). 
5. Menciptakan suasana yang aman, tertib, adil dan sejahtera, dengan menciptakn 
berbagai lapangan kerja bagi masyarakat.26 
Kini politik pemerintahan orde baru sudah digeser oleh pemerintahan reformasi yang 
ditandai dengan semakin berkembangnya wacana demokrasi. Berbagai urusan yang 
sebelumnya ada di kalangan kemahasiswaan yang cenderung mengebiri kebebasannya kini 
sudah berubah. Mahasiswa sudah memiliki kebebasan yang luar biasa. Mereka dapat 
merancang berbagai program sesuai dengan aspirasi yang berkembang. Namun berbagai 
kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah orde baru belum seluruhnya dihapus. 
Sentralisasi pendidikan, seperti dalam hal kurikulum, ujian akreditasi, anggaran dan berbagai 
aturan lainya belum jauh berbeda dengan yang pernah diterapkan  pemerintah orde baru.27 
Lahirnya Undang-umdang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional 
adalah dorongan adanya keinginan meningkatkan mutu pendidikan, sehingga dapat mencapai 
tingkat yang setara atau bahkan melebihi mutu pendidikan yang terdapat dinegara lain.  
Berkenaan dengan keinginan tersebut, maka setrategi yang ditempuh oleh Undang-undang 
Sisdiknas antara lain28: 
1. Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas tidak hanya 
mencakup pendidikan formal tingkat Madrasah Ibtidaiya (MI), Madrsasah Tsanawiyah 
(M.Ts), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), melaikan 
juga termasuk pendidikan kegamaan yaitu Madrasah Diniyah dan Pesantren, serta 
pendidikan Diniyah non formal yaitu pengajian kitab, Majelis Ta’lim, Pendidikan al-
Qur’an, Diniyah Takmiliyah atau bentuk lain yang sejenis. Dengan dimasukkannya 
pendidikan agama dan keagamaan ini kedalam Undang-undang tersebut menunjukkan 
kesungguhan yang tinggi dari pemerintah, agar mutu pendidikan Islam (termasuk 
pendidikan agama) dapat ditingkatkan. Dengan dimasukkannya kedalam Undang-
undang dan peraturan tersebut, maka pendidikan agama akan mendapatkan perlakuan 
                                                           
26 Abuddin Nata, sejarah pendidikan islam (Jakarta: Kencana, 2016) Cet. Ke-3 hal. 348-350. 
27 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan islam  di Indonesia (Jakarta: 
kencana,20120 cet. Ke-5 hal.19. 
28 Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam Isu-isu KontemporerTentang endidikan Islam (Jakarta; 
Raja grafindo Persada, 2016) hal. 51-55 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 
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yang sama dengan pendidikan umum, dalam hal pendanaan, sarana prasarana, 
pembinaan dan lain sebagainya; 
2. Di dalam Bab IX, Pasal 35 Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2003 telah ditetapkan 
adanyastandar nasional pendidikan, yang meliputi standar isi, proses, kompetensi 
lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan 
penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Upaya ini 
lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 
Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, serta dijabarkan lebih lanjut dalam 
Peraturan Menteri. Dalam teknis pelaksanaannya, peningkatan mutu pendidikan 
melalui  penetapan standar nasional pendidikan ini akan dilaksanakan oleh Badan 
Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M), serta Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Melalui institusi-institusi ini, maka mutu 
pendidikan dengan berbagai komponennya benar-benar diawasi dengan seksama; 
3. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan, pada Bab XV Pasal 91 terdapat tentuan tentang 
penjaminan mutu, yaitu 1). Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal 
wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan; 2). Penjaminan mutu Pendidikan 
sebagaimana di maksud ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar 
Nasional Pendidikan; 3). Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program  
kpenjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Penjaminan 
mutu pendidikan ini termasuk pendidikan Islam yang didalamnya terdapat pendidikan 
agama dan pendidikan keagamaan; 
4. Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas , Bab XVII bagian 
ketiga Pasal 61 terdapat ketentuan tentang sertifikasi. Ketentuan ini selanjutnya 
diperkuat oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang sertifikasi Guru dan 
Dosen, serta berbagai peraturan keturunannya. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan 
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan peningkatan 
mutu guru dan dosen melalui program sertifikasi yang diarahkan pada peningkatan 
guru ke arah yang lebih profesional, yaitu guru yang memilii kompetensi 
akademik/profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian dan kompetensi 
sosial. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan tidak ada lagi guru yang tidak 
profesional dalam melaksanakan tugas kependidikan; 
Muh. Abdul Mukti Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia 431 
 
ISSN 2614-770X Jurnal Kependidikan dan Keagamaan, Vol. 3. No. 2. Desember 2019. 
 
5. Adanya kebijakan tentang sekolah berstandar Internasional (SBI) yang didasarkan 
pada  adanya standar yang harus dipenuhi pada seluruh komponen pendidikannya, 
seperti standar isi/kurikulum, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 
pengelolaan pendidikan, standar sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Selain itu 
SBI ini juga misalnya harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa engantar 
dipinpim oleh Kepala sekolah yang bergelar Doktor untuk tingkat SMU, pengelolaan 
administrasi yang berbasis teknologi informasi , memiliki standar baku mutu 
(benchmarking) yang unggul, ditandai dengan adanya sertifikat ISO, telah 
terakreditasi A dan berbagai persyaratan lainnya. Dengan terpenuhi ketentuan ini, 
maka sekolah bertaraf internasional akan dapat diwujudkan; 
6. Adanya kebijakan tentang pengelolaan pendidikan yang berbasis pada mutu terpadu 
yang unggul  (Total Quality Management/TQM) yang bertumpu pada pemberian 
pelayanan yang baik dan memuaskan kepada seluruh pelanggan (To give good service 
and satisfaction for all costumers) . Dengan demikian, para pelanggan akan merasa 
puas, terpenuhi harapannya, nyaman dan menyenangkan.  
E. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam. 
Sejalan dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan, maka dampaknya sangat 
signifikan dan menimbulkan keadaan pendidikan Islam secara umum  jauh lebih baik dari 
keadaan pendidikan sebelumnya. Diantara dampak dari kebijakan tersebut sebagaimana yang 
dikemukan oleh abuddin Nata dalam bukunya Sejarah pendidikan Islam sebagai berikut29: 
1. Kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan nasional. 
Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 
menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Jika 
pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 hanya menyebutkan madrasah saja yang 
masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk Pesantren, 
ma’had ‘Ali, Raudhatul athfal dan majelis ta’lim. Demikian pula Undang-undang Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional pendidikan, Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 
tentang sertifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya mengatur Guru dan Dosen dibawah 
Kementrian Pendidikan Nasional saja, namun juga mengatur Guru dan Dosen dibawah 
Kementrian Agama;30 
                                                           
29 Abuddin Nata, sejarah pendidikan islam (Jakarta: Kencana, 2016) Cet. Ke-3 hal. 352-361. 
30 Lihat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 
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2. Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini terlihat pada 
ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) yang didalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya 
operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, pengadaan 
buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran peningkatan 
sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan ang bernaung dibawah Kementrian 
Agama dan Kementrian Pendidikan Nasional. 
3. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum 
Tingkat Satuan pendidikan (KTSP/2006) melalui kurikulum ini para peserta didik  tidak 
hanya dituntut menguasai materi pelajaran (subject matter) sebagaimana  yang 
ditekankan pada kurikulum 1999, melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses 
mendapatkan pengetahuan tersebut. Selain itu  pada kurikulum KBK dan KTSP tersebut, 
setiap satuan pendidikan memiliki peluang yang  luas untuk merekonstruksi kurikulum 
sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. 
4. Kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang 
berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini maka madrasah menjadi sekolah umum plus, 
karena di madrasah baik Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah ini, selain para siswanya 
memperoleh pelajaran umum namun juga mendapatkan pelajaran agama. Dengan adanya 
kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu saat nanti madrasah akan menjadi 
pilihan utama masyarakat. 
5. Kebijakan program wajib belajar sembilan tahun, yakni bahwa setiap anak Indonesia 
wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan Pertama 
(SMP/Madrasah Tsanawiyah). Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-
anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian 
pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga endidikan 
yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Dalam rangka pelaksanaan wajib 
belajar ini, maka pemerintah mengeluarkan  seluruh keluarga yang kurang mampu. 
Mereka tidak dipungut biaya operasional pendidikan, karena kepala sekolah yang 
menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut telah diberikan biaya bantuan operasional 
sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS. 
6. Kebijakan tentang penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan 
yang baik dan memuaskan kepada pelanggan (To give good service and satisfaction for 
all costumers) sebagaimana yang terdapat dalam konsep Total quality Management 
(TQM). Penerapan Total quality Management (TQM) tersebut didasarkan pada 
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pandangan bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas yang perdagangkan. Agar 
komoditas tersebut menarik minat dan memuaskan pelanggan, maka komodits tersebut 
harus diproduksi dengan kualitas yang unggul. Untuk itu seluruh komponen pendidikan 
harus dilakukan standarisasi, dan standar tersebut harus dikerjakan dengan sumber daya 
manusia yang unggul. Berkaitan dengan hal itu maka lahirlah Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi: 
a. Standar isi (Kurikulum) 
b. Standar Mutu Lulusan 
c. Standar Proses Pembelajaran 
d. Standar Pendidik dan Kependidikan 
e. Standar Pengelolaan 
f. Standar sarana dan Prasarana 
g. Standar Pembiayaan dan 
h. Standar Penilaian 
III. Kesimpulan  
Dari uraian di atas disimpulkan: 
1. Kebijakan (Policy), merupakan kebijaksanaan dalam mengelola berbagai persoalan 
kegiatan atau urusan “ Prudence or wisdom in the management of affairs”. Kebijakan 
dilakukan dan diambil berdasarkan kebutuhan, tuntutan, perubahan, pembaharuan dan 
sebagainya. Dalam manajemen perencanaan mengacu pada pertumbuhan, perubahan, 
pembaharuan dan kesinambungan “growth, change, reform and continuity. 
2. Sejarah Kebijakan  pendidikan Islam di Indonesia wujud dan perwujudan pendidikan 
Islam dapat dilihat pada: Pertama, Masa sebelum merdeka (penjajahan belanda); 
Kedua,Masa pemerintahan orde lama (1960-1966); Ketiga, Masa pemerintahan orde 
baru (1966-1998); Keempat, Masa pemerintahan reformasi (1998- Sekarang). 
3. Sejalan dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan, maka dampaknya sangat 
signifikan dan menimbulkan keadaan pendidikan Islam secara umum  jauh lebih baik 
dari keadaan pendidikan sebelumnya. 
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